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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan 

bahwa mengenai Upah Minimum Propinsi pada PT. Anindya Mitra 

Internasional belum dilaksanakan sepenuhnya. Hal tersebut nampak terlihat 

dari prosentase komponen upah minimum propinsi yang seharusnya 

komponen upah pokok sebesar 75% dari upah minimum propinsi dan 

tunjangan tetap 25% dari upah minimum propinsi, namun kenyataanya dalam  

pelaksanaan pengupahan pekerja di  PT. Anindya Mitra Internasional masih 

dibawah UMP DIY dimana dalam perusahaan tersebut untuk staff menerima 

Upah pokok sebesar Rp 244.971,00, dengan demikian hanya 30,3 % dari 

UMP DIY, untuk security dan OB memperoleh upah pokok Rp 214.971,00, 

dengan demikian hanya 26,6%. Untuk tunjangan tetap staff sebesar Rp 

176.129,00 yang hanya 21,8% dari UMP DIY dan tunjangan tetap security 

dan OB sebesar Rp 154.129,00 yang hanya mencakup 19,1% dari UMP DIY. 

 

B. Saran  

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka perlu dipertimbangkan 

beberapa saran yaitu sebagai berikut : 

1. Bahwa PT Anindya Mitra Internasional harus mengupayakan upah bagi 

pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap, dan dalam masa percobaan 

serendah-rendahnya sebesar upah minimum yang terdiri dari 75% gaji 
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pokok dan 25% tunjangan tetap sehingga kesejahteraan pekerja lebih 

terjamin, yaitu dengan meningkatkan upah pokok kepada staf sebesar  

44,9% atau bekisar Rp 361.029,00 dan tunjangan tetap sebesar 3,2 atau 

bekisar Rp.25.856,00, sedangkan untuk OB dan security, perusahaan harus 

meningkatkan upah pokoknya 48,4% atau bekisar Rp 391.072,00 dan 

tunjangan tetap 5,9% atau bekisar Rp 47.672,00, dengan demikian 

tunjangan tidak tetap bisa diberikan diluar UMP, dan bisa jelas dilihat 

upah yang akan diterima pekerja bisa melebihi UMP DIY. 

2.  PT Anindya Mitra Internasional harus melakukan penangguhan kepada 

Disnakertrans dengan mengutarakan keadaan perusahaan secara jujur, 

sehingga Disnakertrans bisa memberi ijin kepada perusahaan yang 

bersangkutan untuk melakukan penangguhan. Dengan demikian PT 

Anindya Mitra Internasional bisa diawasi pelaksanaan mengenai upahnya 

oleh Disnakertrans sehingga diharapkan pekerja tidak terus menerus 

dirugikan dengan perubahan upah yang lebih baik setelah masa 

penangguhan. 
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